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Pemilu Terburuk Sejak Era Reformasi

23 Februari 2024 - Sulit dipungkiri bahwa Pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Pemilihan
Legislatif Tahun 2024 diwarnai ragam kekacauan. Indonesia Corruption Watch (ICW) dan
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) melakukan
pengumpulan data serta analisis atas berbagai fenomena yang terjadi berkaitan dengan
permasalahan dalam penyelenggaraan sistem Pemilihan Umum (Pemilu), kekerasan hingga
kecurangan. Adapun berbagai catatan kami sebagai berikut:

Pertama, KPU RI gagal dalam memberikan keterbukaan informasi dana kampanye Pemilu
2024 kepada publik. KPU menyediakan portal informasi Sistem Informasi Kampanye dan
Dana Kampanye (Sikadeka) yang tidak mendukung penyediaan informasi dana kampanye
yang transparan dan akuntabel. Sebabnya, portal tersebut tidak memberikan rincian secara
detail mengenai penerimaan dan pengeluaran dana kampanye.

Informasi yang merinci penting untuk diketahui oleh publik, agar masyarakat dapat
berpartisipasi aktif dalam mengawasi aliran dana yang digunakan selama proses
kampanye. Pelaporan yang dilakukan secara detail dan transparan, berguna untuk
mengetahui serta mencegah masuknya dana-dana ilegal, dan sumbangan lain yang tidak
sesuai ketentuan. Pencegahan tersebut tentu sulit dilakukan jika informasi dana kampanye
yang disediakan tidak rinci dan terbuka. Tertutupnya informasi dana kampanye ini sangat
berpotensi menjadi cikal bakal terjadinya praktik korupsi di kemudian hari.

Lebih jauh, Sikadeka juga berkali-berkali mengalami down yang mengakibatkan publik
tidak dapat mengakses informasi mengenai dana kampanye. Padahal dalam masa
kampanye, utamanya mendekati hari pemungutan suara, informasi dana kampanye penting
diketahui agar publik bisa mengambil keputusan berdasarkan kepatutan kandidat ataupun
parpol dalam melaporkan dana kampanye.

Kedua, KPU RI gagal dalam memberikan keterbukaan informasi penghitungan suara
Pemilu 2024 kepada publik. Serupa dengan keterbukaan informasi dana kampanye, dalam
hal penghitungan suara KPU menyediakan portal informasi Sistem Informasi Rekapitulasi
(Sirekap) yang tidak layak diakses oleh publik. Kegagalan KPU berakibat pada kekisruhan
meluas dalam penghitungan suara dan berpotensi dimanfaatkan untuk melakukan praktik
kecurangan.

Dalam pantauan ICW dan KontraS terhadap seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) di
Indonesia, terdapat selisih suara pemilihan presiden dalam jumlah besar yang disebabkan



kerusakan dalam Sirekap. Jumlah suara dalam Formulir C1 yang diunggah melalui Sirekap
berubah dan melonjak sehingga tidak mencerminkan perolehan suara yang asli.

Pemantauan sepanjang 14 Februari 2024 - 19 Februari 2024 menemukan adanya selisih
antara Sirekap dan formulir C1 pada 339 TPS sebanyak 230.286 suara. Tiga pasangan calon
mendapatkan suara yang lebih besar setelah formulir C1 diunggah ke portal Sirekap.
Berikut adalah rinciannya:

Selisih Anies - Muhaimin
(01)

Selisih Prabowo - Gibran
(02)

Selisih Ganjar - Mahfud (03)

65.682 109.839 54.765

(28,52%) (47.70%) (23,78%)

Kegagalan Sirekap dalam menyediakan informasi yang akurat berujung pada kontroversi
meluas dan dugaan kecurangan melalui portal tersebut. Penghitungan suara sempat
dihentikan selama dua hari akibat kisruh Sirekap. Perlu dicatat bahwa KPU menyatakan
Sirekap tidak dijadikan landasan perhitungan suara, sehingga penundaan perhitungan
suara menimbulkan pertanyaan besar. Terlebih lagi penundaan diputuskan melalui proses
yang tidak patut, yaitu hanya melalui instruksi lisan. Penundaan perhitungan suara tanpa
proses yang patut berpotensi membuka praktik kecurangan perhitungan suara.

Kendati Sirekap tidak dijadikan acuan untuk penghitungan suara, cacatnya Sirekap
menunjukkan kegagalan KPU dalam menyediakan informasi publik. KPU menyajikan portal
keterbukaan informasi yang tidak siap untuk diakses oleh publik. Padahal anggaran yang
berasal dari pajak yang dibayarkan oleh publik sebesar Rp 3,5 miliar telah dihabiskan
untuk Sirekap.1

Ketiga, banyaknya petugas KPPS yang meninggal dunia saat dan pasca Pemilu 2024
menandakan bahwa KPU RI gagal lakukan evaluasi secara serius. Lima tahun lalu, terdapat
894 petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) meninggal secara
misterius dan setidaknya 5175 orang tercatat sakit.2 Sementara itu, per tanggal 21 Februari
2024 (seminggu pasca Pemilu), angka kematian petugas Pemilu 2024 telah mencapai
setidaknya 94 orang, sementara lebih dari 13.000 lainnya tercatat sakit. Jumlah ini tentu
saja bukan angka final, sebab masih memiliki posibilitas untuk terus bertambah, mengingat
ribuan orang yang masih dirawat.

2 Kompas.com, Refleksi Pemilu 2019, Sebanyak 894 Petugas KPPS Meninggal Dunia,
https://nasional.kompas.com/read/2020/01/22/15460191/refleksi-pemilu-2019-sebanyak-894-petugas-kp
ps-meninggal-dunia#google_vignette.

1 https://pemilu.tempo.co/read/1835675/senilai-rp-35-miliar-siapa-pengembang-aplikasi-sirekap

https://nasional.kompas.com/read/2020/01/22/15460191/refleksi-pemilu-2019-sebanyak-894-petugas-kpps-meninggal-dunia#google_vignette
https://nasional.kompas.com/read/2020/01/22/15460191/refleksi-pemilu-2019-sebanyak-894-petugas-kpps-meninggal-dunia#google_vignette


Tingginya angka korban ini menandakan bahwa KPU tidak serius dalam melakukan
evaluasi dan perbaikan. Walaupun sudah membangun langkah antisipatif seperti
melibatkan dinas kesehatan, skrining riwayat kesehatan, dan mengatur batasan umur,3

nyatanya upaya tersebut belum sepenuhnya efektif. Penjelasan KPU soal kelelahan yang
menjadi alasan utama meninggalnya petugas KPPS tahun ini, persis dengan yang terjadi
pada 2019.4

Beban kerja yang sangat berat mulai dari pembuatan TPS hingga rekapitulasi suara
menyebabkan para petugas yang terlibat mengalami kelelahan luar biasa. Belum lagi,
Pemilu tahun 2024 diselenggarakan secara serentak dengan lima kotak suara. Secara
umum pun, petugas KPPS rata-rata bekerja selama 24-36 jam kerja non-stop.5 Hal ini jelas
tidak manusiawi, mengingat honor yang diterima pun hanya sebesar Rp 1.100.000,
walaupun untuk sejumlah pihak angka tersebut sudah cukup besar. Dalam standar Hak
Asasi Manusia, fenomena ini sudah dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap
Pasal 38 Undang-Undang 39 Tahun 1999 yang menyatakan “setiap orang berhak atas
pekerjaan yang layak.” Selain itu, kami menilai bahwa regulasi teknis yang tidak akomodatif
juga menjadi penyebab dari kelelahannya para petugas.

Lebih jauh, berdasarkan temuan kami, sejumlah petugas KPPS yang meninggal yakni
mereka yang usianya beragam. Berdasarkan data yang berhasil kami identifikasi,
setidaknya terdapat delapan petugas yang meliputi pengawas, Linmas dan KPPS dengan
umur antara 50-60 tahun. Adapun penyebab utama dari meninggalnya petugas tersebut
yakni didominasi oleh kelelahan dan sebagian kecil lainnya karena penyakit.

5 Andreas Trisno Diwa, KPU Akan Evaluasi Jam Kerja KPPS yang Dinilai Kurang Manusiawi,
https://www.rri.co.id/pemilu/565748/kpu-akan-evaluasi-jam-kerja-kpps-yang-dinilai-kurang-manusiawi

4 Detiknews, KPU Sebut Faktor Kematian Anggota KPPS karena Kelelahan di Pemilu 2024,
https://news.detik.com/pemilu/d-7198274/kpu-sebut-faktor-kematian-anggota-kpps-karena-kelelahan-di-p
emilu-2024

3 Hidayat Salam, KPU Libatkan Dinas Kesehatan Cegah Kematian Petugas KPPS di Pemilu 2024,
https://www.kompas.id/baca/polhuk/2024/01/27/kpu-cegah-kesakitan-dan-kematian-petugas-kpps-pada-
pemilu-2024

https://www.rri.co.id/pemilu/565748/kpu-akan-evaluasi-jam-kerja-kpps-yang-dinilai-kurang-manusiawi
https://news.detik.com/pemilu/d-7198274/kpu-sebut-faktor-kematian-anggota-kpps-karena-kelelahan-di-pemilu-2024
https://news.detik.com/pemilu/d-7198274/kpu-sebut-faktor-kematian-anggota-kpps-karena-kelelahan-di-pemilu-2024
https://www.kompas.id/baca/polhuk/2024/01/27/kpu-cegah-kesakitan-dan-kematian-petugas-kpps-pada-pemilu-2024
https://www.kompas.id/baca/polhuk/2024/01/27/kpu-cegah-kesakitan-dan-kematian-petugas-kpps-pada-pemilu-2024


Salah satu contoh kasusnya yakni petugas KPPS di Sulawesi Selatan, berinisial WTP (24)
dan MF (26).6 Kedua petugas tersebut masih tergolong sangat muda. Hal ini menguatkan
bahwa persoalan utamanya bukan pada umur anggota KPPS, melainkan pada beban kerja
yang sangat besar dan waktu kerja yang berlebihan (overtime). Kami pun menemukan fakta
bahwa pihak-pihak yang turut meninggal dan terlibat dalam rangkaian Pemilu merupakan
petugas Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas) - yang kerap terlupakan. Mereka yang
meninggal pun usianya didominasi melebihi 55 tahun ke atas. Sebagai contoh, inisial SA
(57) dari TPS 06 Desa Tuwed7 dan S (60) dari TPS 6 Ngegong, Madiun, Jawa Timur.8

Kami juga mengecam sikap KPU yang menyatakan bahwa jumlah korban Pemilu 2024 jika
dibandingkan dengan Pemilu 2019, angkanya jauh lebih kecil.9 Sikap yang
membanding-bandingkan ini tentu saja problematik, terlebih untuk saat ini prosesi
rekapitulasi masih berjalan dan sejumlah orang masih dinyatakan sakit. Jika dibandingkan,

9 Pernyataan lengkap dapat disaksikan pada Liputan 6, Puluhan Petugas KPPS Meninggal Dunia Diduga
Karena Kelelahan, Apa Respons KPU?.
https://www.youtube.com/watch?v=KPYUnDEgPwo&ab_channel=Liputan6

8

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240214231038-617-1062760/anggota-linmas-penjaga-tps-di-m
adiun-meninggal-saat-bertugas

7 https://www.rri.co.id/pemilu/564747/linmas-meninggal-dunia-diberi-santunan-rp46-juta

6 Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Turut Berbelasungkawa, Pj Gubernur Sulsel Silaturahmi ke Keluarga
Petugas KPPS yang Meninggal Dunia,
https://sulselprov.go.id/post/turut-berbelasungkawa-pj-gubernur-sulsel-silaturahmi-ke-keluarga-petugas-k
pps-yang-meninggal-dunia

https://www.youtube.com/watch?v=KPYUnDEgPwo&ab_channel=Liputan6
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240214231038-617-1062760/anggota-linmas-penjaga-tps-di-madiun-meninggal-saat-bertugas
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240214231038-617-1062760/anggota-linmas-penjaga-tps-di-madiun-meninggal-saat-bertugas
https://www.rri.co.id/pemilu/564747/linmas-meninggal-dunia-diberi-santunan-rp46-juta


pada 2019, tepatnya H+8 pencoblosan, terdapat korban meninggal hingga 119 orang.10

Sementara, pada H+8 pasca 14 Februari 2024, Kemenkes menyatakan telah ada 94 petugas
meninggal dunia.11 Perbandingan tersebut bahkan tidak terpaut jauh, menegaskan kembali
bahwa langkah antisipatif KPU tidak signifikan.

Selain itu, komitmen KPU yang memberikan santunan sebesar 36 Juta Rupiah pada setiap
petugas yang meningga dunia12 berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2022 dan Keputusan
KPU Nomor 59 Tahun 2023, terkesan mensimplifikasi persoalan. Walaupun sudah diatur,
pedoman pembayaran santunan pun sifatnya sangat kompleks dan menyusahkan pihak
keluarga.13 Kendati dalam situasi yang sangat sulit, keluarga atau ahli waris diharuskan
melengkapi administrasi yang disyaratkan oleh peraturan ini.

Keempat, Pemilu belum bebas dari fenomena intimidasi dan kekerasan. Pemilu yang
diwacanakan riang gembira nampaknya tak sesuai dengan realita di lapangan. Berbagai
kasus intimidasi hingga kekerasan yang berkaitan dengan kepentingan politik elektoral
masih terus mewarnai jalannya Pemilu 2019, bahkan hingga pasca Pemilu. Kami
menemukan setidaknya 18 peristiwa berkaitan dengan kekerasan (Politically motivated
violence) dengan rincian penganiayaan 13 peristiwa, bentrokan 5 peristiwa dan intimidasi 8
peristiwa.14

Adapun jumlah korban yang muncul dari rangkaian tindakan kekerasan dan intimidasi
tersebut yakni setidaknya 80 orang luka-luka dan 4 lainnya meninggal dunia. Salah satu
contoh kasus yang mencuat yakni pada simpatisan capres-cawapres Ganjar-Mahfud yang
meninggal karena diduga dianiaya oleh pendukung dari pasangan calon nomor urut 2 di
Sleman Yogyakarta.15 Selain itu, berdasarkan pemantauan kami, terdapat setidaknya 4
kasus bentrokan yang terjadi di Pulau Papua, salah satunya yang terjadi di Kabupaten
Puncak Jaya - menimbulkan setidaknya 62 korban luka-luka disebabkan oleh perebutan
suara caleg.16

16 Detiknews.com, 62 Orang Luka dalam Bentrok Antar-pendukung Caleg di Puncak Jaya Papua,
https://news.detik.com/berita/d-7194997/62-orang-luka-dalam-bentrok-antar-pendukung-caleg-di-puncak-j
aya-papua

15 BBC News Indonesia, Dugaan pengeroyokan aparat TNI terhadap relawan Ganjar dan kasus-kasus
kekerasan lainnya - 'Pelaku harus cepat ditangkap dan ungkap motifnya,
https://www.bbc.com/indonesia/articles/crgjqyj5eneo

14 Dengan catatan 1 peristiwa dapat memuat lebih dari satu kekerasan
13 BAB II tentang Pemberian Santunan Kematian Dan Santunan Kecelakaan Kerja huruf d.

12

https://news.detik.com/pemilu/d-7197900/kpu-akan-beri-santunan-kpps-meninggal-saat-pemilu-2024-seni
lai-rp-36-juta

11 Detikhealth, Petugas Pemilu 2024 yang Meninggal Bertambah Jadi 94 Orang, Terbanyak di Usia Ini,
https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-7205534/petugas-pemilu-2024-yang-meninggal-bertambah-ja
di-94-orang-terbanyak-di-usia-ini

10 BBC News Indonesia, Petugas KPPS yang meninggal 119 orang, 'kelelahan dan mungkin punya
penyakit sebelumnya', https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-48025730

https://news.detik.com/berita/d-7194997/62-orang-luka-dalam-bentrok-antar-pendukung-caleg-di-puncak-jaya-papua
https://news.detik.com/berita/d-7194997/62-orang-luka-dalam-bentrok-antar-pendukung-caleg-di-puncak-jaya-papua
https://www.bbc.com/indonesia/articles/crgjqyj5eneo
https://news.detik.com/pemilu/d-7197900/kpu-akan-beri-santunan-kpps-meninggal-saat-pemilu-2024-senilai-rp-36-juta
https://news.detik.com/pemilu/d-7197900/kpu-akan-beri-santunan-kpps-meninggal-saat-pemilu-2024-senilai-rp-36-juta
https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-7205534/petugas-pemilu-2024-yang-meninggal-bertambah-jadi-94-orang-terbanyak-di-usia-ini
https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-7205534/petugas-pemilu-2024-yang-meninggal-bertambah-jadi-94-orang-terbanyak-di-usia-ini
https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-48025730


Kekerasan atau bentrokan yang berpotensi menimbulkan korban lanjutan tentu masih
berpeluang terjadi. Sebab, proses Pemilu khususnya rekapitulasi, pengumuman resmi oleh
KPU hingga sengketa belum selesai. Maka, penting untuk mengantisipasi berbagai bentuk
potensi peristiwa tersebut.

Lebih lanjut, kami menyoroti fenomena terkekangnya kebebasan berekspresi selama masa
Pemilu 2024 ini. Berbagai pelaporan dilakukan kepada mereka yang kritis menyuarakan
pendapat, khususnya mengenai kecurangan. Salah satu yang mencuat yakni tindakan
pelaporan oleh Dewan Pimpinan Pusat Forum Komunikasi Santri Indonesia (DPP Foksi)
yang melaporkan tiga aktor film Dirty Vote yakni Zainal Arifin Mochtar, Feri Amsari, dan
Bivitri Susanti serta sutradara Dandhy Laksono ke Mabes Polri.17 Selain itu, penulis buku
‘Kronik Penculikan’ tak luput dari objek pelaporan ke Bawaslu karena dinilai telah
melakukan black campaign.18 Fenomena ini tentu mencoreng kebebasan dan hak asasi
manusia dalam gelaran demokrasi lima tahunan.

Kelima, berbagai dugaan kecurangan yang muncul dalam Pemilu terjadi secara struktural.
Berbagai organisasi masyarakat sipil, tak terkecuali ICW dan KontraS pun melakukan
monitoring dan pendokumentasian terhadap berbagai bentuk kecurangan dalam Pemilu.
Secara umum, kami menemukan sebanyak 310 peristiwa dugaan kecurangan meliputi
pelanggaran netralitas, manipulasi suara, penggunaan fasilitas negara oleh kandidat, politik
uang hingga bentuk-bentuk kecurangan lainnya.

Kami pun mencatat beberapa kecurangan yang sifatnya struktural, sebab pelanggaran yang
dilakukan melibatkan aparat struktural. Seperti penyelenggara pemilu, struktur
pemerintahan, atau struktur aparatur sipil negara (ASN).19 Salah satunya yaitu pengerahan
pejabat desa untuk mendukung Pasangan Calon 02, Prabowo-Gibran lewat Deklarasi Desa
Bersatu, yang diselenggarakan pada tanggal 17 Desember 2023.20 Selain itu, pengerahan
sejumlah Kepala Desa untuk memilih 02 dengan berbagai ancaman oleh petinggi asosiasi
desa juga terjadi seperti halnya yang dialami oleh Kepala Desa di Ngawi.21

21 Kumparan.com, Pengakuan Kades di Ngawi Diancam & Terpaksa Bikin Video 'Dukung 02 Satu
Putaran',

20 KumparanNEWS, Bawaslu DKI: Deklarasi Desa Bersatu yang Dihadiri Gibran Langgar UU Pemilu,
https://kumparan.com/kumparannews/bawaslu-dki-deklarasi-desa-bersatu-yang-dihadiri-gibran-langgar-u
u-pemilu-21mhBT1CRbS

19 Bawaslu, Inilah Persyaratan yang Harus Dipenuhi Dalam Pelanggaran TSM,
https://bawaslu.go.id/id/berita/inilah-persyaratan-yang-harus-dipenuhi-dalam-pelanggaran-tsm

18 CNN Indonesia, Penulis Buku 'Kronik Penculikan 98' Dilaporkan ke Bawaslu,
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240213150236-617-1061889/penulis-buku-kronik-penculikan-9
8-dilaporkan-ke-bawaslu

17 Hukumonline.com, Koalisi Kecam Pelaporan 3 Aktor dan Sutradara Film 'Dirty Vote' Ke Polisi,
https://www.hukumonline.com/berita/a/koalisi-kecam-pelaporan-3-aktor-dan-sutradara-film-dirty-vote-ke-p
olisi-lt65cc50f7157cb/

https://kumparan.com/kumparannews/bawaslu-dki-deklarasi-desa-bersatu-yang-dihadiri-gibran-langgar-uu-pemilu-21mhBT1CRbS
https://kumparan.com/kumparannews/bawaslu-dki-deklarasi-desa-bersatu-yang-dihadiri-gibran-langgar-uu-pemilu-21mhBT1CRbS
https://bawaslu.go.id/id/berita/inilah-persyaratan-yang-harus-dipenuhi-dalam-pelanggaran-tsm
https://www.hukumonline.com/berita/a/koalisi-kecam-pelaporan-3-aktor-dan-sutradara-film-dirty-vote-ke-polisi-lt65cc50f7157cb/
https://www.hukumonline.com/berita/a/koalisi-kecam-pelaporan-3-aktor-dan-sutradara-film-dirty-vote-ke-polisi-lt65cc50f7157cb/


Bahkan, dalam beberapa kasus, hingga ke level teknis yakni sejumlah petugas KPPS tak
luput melakukan kecurangan. Melalui pemantauan lewat media, setidaknya terjadi 34
kasus dugaan kecurangan yang melibatkan anggota KPPS yang terungkap ke publik. Dari
berbagai peristiwa tersebut pun, beberapa sudah diproses oleh penegak hukum, dalam hal
ini Bawaslu atau Gakkumdu. Sebagai contoh, kasus kecurangan di Baubau, tepatnya di TPS
03 Kelurahan Tarafu, Kecamatan Batupoaro. Karena kecurangan yang dilakukan, akhirnya
Bawaslu merekomendasikan untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU).22 Pola
lainnya terjadi di TPS 45 Kel. Parangtambung, Kec. Tamalate, Kota Makassar, ketika petugas
KPPS merusak sejumlah surat suara yang jumlahnya tak sedikit. Kendati telah ada Panwas
dan Saksi, kecurangan tetap dilakukan oleh petugas di TPS tersebut.23

Berdasarkan poin-poin yang dijelaskan di atas, kami menilai sudah sewajarnya publik
mempertanyakan hasil Pemilu, berangkat dari proses yang diduga curang dan bermasalah.
Lebih lanjut, kami menilai bahwa KPU tidak maksimal menjalankan tanggung jawabnya
sebagai penyelenggara Pemilu, di sisi lain Bawaslu dalam kapasitasnya sebagai pengawas
Pemilu, tampak disfungsional. Sehingga, kami pun menilai bahwa Pemilu 2024 dapat
dikategorikan sebagai Pemilu terburuk di era reformasi. Rangkaian buruknya Pemilu ini,
tentu tidak terlepas dari tangan Presiden Joko Widodo yang semenjak awal melakukan
indikasi keberpihakan lewat berbagai pernyataan seperti ‘cawe-cawe’ dan ‘Presiden boleh
kampanye.’

Atas dasar hal tersebut, kami mendesak:

Pertama, audit menyeluruh terhadap seluruh platform keterbukaan informasi. Audit
mencakup proses perencanaan hingga tahap implementasinya dalam gelaran pemilu hari
ini. Proses perencanaan yang buruk dapat membawa pada permasalahan yang lebih besar
di kemudian hari. Selain itu, KPU harus melakukan langkah tanggap dan segera dalam
penanganan petugas KPPS yang sakit dan meninggal dunia. KPU harus segera memberikan
kompensasi kepada keluarga KPPS atau ahli waris. Tak kalah penting, KPU harus hadir
memberikan perlindungan fisik dan hukum apabila terdapat ancaman kepada petugas
KPPS. Adapun KPU harus melakukan evaluasi total atas penyelenggaraan Pemilu serentak
yang memberikan beban yang sangat berat bagi petugas KPPS;

23 Redaksi Sulawesi Selatan, Oknum Anggota KPPS di Makassar Katahuan Merusak 65 Surat Suara
Pemilih, Caleg PKS: Bakal Melapor ke Bawaslu,
https://dnid.co.id/news/2024/02/15/oknum-anggota-kpps-rusak-65-surat-suara-di-makassar-saksi-rata-rat
a-suara-pks-makassar/

22 Aga Gustiana, Waduh! Oknum KPPS Ketahuan Mencoblos Dua Kali,
https://jabar.viva.co.id/news/19783-waduh-oknum-kpps-ketahuan-mencoblos-dua-kali

https://kumparan.com/kumparannews/pengakuan-kades-di-ngawi-diancam-and-terpaksa-bikin-video-duk
ung-02-satu-putaran-229vrfrPZ3b

https://dnid.co.id/news/2024/02/15/oknum-anggota-kpps-rusak-65-surat-suara-di-makassar-saksi-rata-rata-suara-pks-makassar/
https://dnid.co.id/news/2024/02/15/oknum-anggota-kpps-rusak-65-surat-suara-di-makassar-saksi-rata-rata-suara-pks-makassar/
https://jabar.viva.co.id/news/19783-waduh-oknum-kpps-ketahuan-mencoblos-dua-kali
https://kumparan.com/kumparannews/pengakuan-kades-di-ngawi-diancam-and-terpaksa-bikin-video-dukung-02-satu-putaran-229vrfrPZ3b
https://kumparan.com/kumparannews/pengakuan-kades-di-ngawi-diancam-and-terpaksa-bikin-video-dukung-02-satu-putaran-229vrfrPZ3b


Kedua, aparat penegak hukum harus mengusut secara tuntas dan berkeadilan seluruh
kasus-kasus kekerasan serta intimidasi yang berkaitan dengan politik elektoral. Selain itu,
aparat juga harus melakukan langkah antisipasi dan mitigasi atas potensi konflik atau
eskalasi di tengah-tengah masyarakat, terlebih menjelang sengketa Pemilu. Penegak hukum
pun harus turut menjaga kebebasan berekspresi di tengah momen seperti ini;

Ketiga, Bawaslu untuk mengusut segala bentuk kecurangan yang terjadi guna memberikan
rasa keadilan bagi masyarakat. Tindakan proaktif harus dilakukan, bukan hanya menunggu
laporan belaka.
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Indonesia CorruptionWatch
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan


